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Inspektorat melakukan reviuw atas Rencana
Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan oleh BPBD.
BPBD memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah,
instansi vertikal dan fasilitas kesehatan yang berupa
Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD
selaku bendahara umum daerah.

PPKD selaku bendahara umum daerah menerbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang
(SP2D TU) berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja
(RKB) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) oleh
PPKD.

Dana yang telah dicairkan berdasarkan Surat
Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SP2D TU)
sebagaimana dimaksud ayat (7) diserahkan kepada
bendahara pengeluaran BPBD yang selanjutnya
dipindahbukukan pada bendahara pengeluaran
pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling
lambat 1 (satu} hari kerja.

Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum
tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada
perangkat daerah pengusul Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB).

Dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB) baru sesuai rencana penanggulangan
COVID-19 oleh perangkat daerah diajukan kembali
tanpa menunggu pertanggungjawaban Tambahan
Uang secbelumnya selesai.

BAB V
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu

Penggunaan Belanja Tidak Terduga
Untuk Penanganan Kesehatan

Pasal 5

BTT dapat digunakan pada masa tanggap darurat
untuk :

Pencarian dan penyelamatan.

Pertolongan darurat.

Evakuasi korban.

Kebutuhan air bersih dan sanitasi.

Pangan.

Sandang.

Pelayanan kesehatar.

Papan.
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(2) BTT dapat digunakan untuk penanganan keschatan,
antara lain :

a. Penyediaan sarana dzn prasarana kesehatan.

b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan.

c. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potenaial.

d. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis,
tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-
19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat
dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuzi dengan
Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati.
Penyemprotan desinfektan.

Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi
untuk pasien dalam pengawasan.

Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang
berpotensi terjangkit.

Pengadaan alat dan bahan evakuasi.

Penanganan korban.

Penanganan kesehatan lainnya.
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Bagian Kedua

Penggunaan Belanja Tidak Terduga
Untuk Penanganan Dampak Ekonomi

Pasal 6

BTT dapat digunakan untuk penanganan dampzk ekonomi

antara lain :

1. Pengadaan bahan pangan dan kebutithan pokok dalam
rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan
menekan dampak panic buying.

2. Pemberian stimulus berupa penguatan modza! usaha
kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) yang terkena dampak ekonomi akibat
COVID-19.

3. Penanganan dampak ekonomi lainnya.

Bagian Ketiga
Penggunaan Belanja Tidak Terduga
Untuk Jaring Pengaman Sosial

Pasal 7

BTT dapat digunakan untuk penyediaan jaring pengaman
sosial, antara lain pemberian hibah/bansos dalam bentuk
uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerzh secara
memadai kepada antara lain:

1. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki
resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor
informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang
memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19;

2. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut
serta melakukan penanganan COVID-19, dan/atau




3. Instansi Vertiknl dalam ranpka mendulamg
penanganan pandemi COVID-19,

Baginn Keemput
Penggunaan Belanjn Tidak Terdugn
Untuk Kebutuhan Operasional Satunn Tupgns

Pasal 8

BTT dapat digunakan untuk Operasional dan Keginton
Satuan Tugas, meliputi :

1. Kesckretarintan;

2. Tim Ahli;

3. Bidang Data dan Informuasi;

4. Bidang Komunikasi Publik;

5. Bidang Perubahan Perilaku;

6. Bidang Penanganan Keschatan,

7. Bidang Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan;

8. Bidang Relawan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

(1) Kepala Perangkat Dacrah, Instansi Vertikal dan (asilitog
kesehatan pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
bertanggungjawab sccara fisik dan keuangan terhadap
dana percepatan penangannan  COVID-19  yang
dikelolanya.

(2) Pertanggungjawaban atay penggunoann dann
penanganan COVID-19 disampaikan oleh Perangleat
Daerah, Instansi Vertikal dan fasilitns keschntan
pengusul Rencana Kebutuhan Belanjo (RKDB) kepada
PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan
belanja dan surat pernyataan tanggungjawab belanja

(3) Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap diverifikani
dan disahkan oleh Perangkat Daerah, Instansl Vertllal
dan fasilitas keschatan pengusul Rencana Kebutuhion
Belanja (RKB) yang dituangkan dalam Surat Pernyatnan
Tanggung Jawah Mutlak.

(4) Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sebagnimann
dimaksud ayat (3) tetap berada/disimpan oleh Kepala
Perangkat Dacrah, Instansi Verlikal dan  fanilitng
kesehatan pengusul  Rencana  Kebutuhan  Delnnja
(RKB). _ '

(5) Apabila terdapat sisa dana yang lidak digunokan, nisn
dana disetor ke kas dacrnh paling lambat pada hari
kerja terakhir Tahun Anggaran berkenaan,

(6) Pertanggungjawaban atlag penggunaan dann
penanganan COVID - 19 sebagaimann dimnkutl ayal
(2) disampaikan getiap bulan paling lambat tanpgal 7

bulan berikutnya.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Januari 2021

BUPATI NGANJUK,
ttd.
NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 9 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH

ttd.
Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 1

ngan aslinya
HUKUM

Salinan sesuai
KEPALA

ANANG TRIYAN , M.Si

Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001




